
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri  Kabupaten Kediri  yang memeriksa perkara perdata

permohonan pada  peradilan  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  penetapan

sebagai berikut dalam perkara antara :

SHOLIHAH, Tempat  tanggal  lahir  Kediri,  21  April  1943,  Jenis  kelamin

perempuan, agama  Islam,  pekerjaan  mengurus  rumah  tangga

bertempat tinggal di Dusun Cendono RT.002 RW.001, Desa Cendono

Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri  ;  

             Sebagai……………….....……………………………………..PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal

20  Maret  2019  yang  telah  terdaftar  di  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri

Kabupaten  Kediri pada  tanggal  20  Maret 2019 di  bawah  Nomor  register

161/Pdt. P/2019/PN. Gpr telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa  sejak  dilahirkan  orang  tua  Pemohon  memberikan  nama

SHOLIHAH  kepada  Pemohon,  dan  sampai  Pemohon  dewasa  masih

menggunakan nama SHOLIHAH. 

2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal

28 Januari 1965 berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 23/-/I/1965 tanggal

28  Januari  1965 yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kec.

Kandat Kab. Kediri Jawa Timur.

3. Bahwa dalam Akta Perkawinan antara Para Pemohon, nama Pemohon I

telah berubah dari nama AMINATUSHOLIHAH menjadi SHOLIHAH. 

4. Bahwa agar Pemohon I tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data

kependudukan,  maka  Pemohon I  bermaksud  untuk  membetulkan

kesalahan  nama  Pemohon I  pada  Akta  Nikah  Pemohon I dari

AMINATUSHOLIHAH menjadi SHOLIHAH.
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5. Bahwa  untuk  mewujudkan  maksud  pemohon I dalam  membetulkan

kesalahan  nama  Pemohon I pada  Akta  Nikah,  maka  terlebih  dahulu

diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

6. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum

Pengadilan  Negeri  Kabupaten  Kediri,  maka  permohonan  ini  diajukan

oleh para pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Demikian  permohonan  ini  kami  buat,  dan  selanjutnya  kami  mohon  kepada

Bapak  Ketua  Pengadilan  Negeri  (Kabupaten)  Kediri  yang  berwenang

menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon

I pada Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :

23/-/I/1965 yang dikeluarkan oleh Kantor  Urusan Agama Kec. Kandat Kab.

Kediri  Propinsi  Jawa  Timur. Tanggal  28  Januari  1965 dari

AMINATUSHOLIHAH menjadi SHOLIHAH;

3. Memerintahkan  kepada  Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini

kepada Kantor Urusan Agama Kec. Kandat Kab. Kediri Propinsi Jawa Timur,

tentang  Perubahan  Nama  Pemohon  I  pada  buku  nikah  Para  Pemohon,

sekaligus mencatat kedalam register yang diperlunkan.

4. Memerintahkan kepada  Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini

kepada Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten

kediri  , untuk  mencatatkan  perubahan  nama  Pemohon  I  dari

AMINATUSHOLIHAH  menjadi  SHOLIHAH,  sekaligus  mencatat  kedalam

register yang diperlunkan.

5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang

timbul dalam permohonan ini.

Menimbang,  bahwa pada hari  sidang yang telah ditentukan Pemohon

tidak hadir  di  persidangan walaupun telah dipanggil  secara patut yaitu  pada

tanggal 10 April 2019 dan tidak pula menyuruh Kuasa Hukumnya untuk hadir di

persidangan ;

Menimbang,  bahwa  dengan  tidak  hadirnya  Pemohon  di  persidangan

walaupun telah dipanggil secara patut maka Pemohon telah menunjukkan sikap

tidak sungguh sungguh untuk melanjutkan permohonannya ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karenanya  permohonannya  akan  dinyatakan

gugur ;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  Pemohon  dinyatakan

gugur maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya

akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat  Ketentuan  Pasal  124  HIR  dan  peraturan  perundang-

undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan  permohonan  Pemohon  sebagaimana  terdaftar  dalam

register  perkara  perdata  Nomor  161/Pdt.P/2019/PN  Gpr  tersebut

gugur.

2. Menghukum Pemohon untuk  membayar  biaya  perkara  ini  sebesar

Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
Demikian  diputuskan  oleh  Lila  Sari,  SH.,  MH.,  Hakim  dalam  perkara

tersebut, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 April

2019 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Susanti,  SH., Panitera

Pengganti di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanpa dihadiri oleh Pemohon.

    Hakim   

           LILA SARI, SH., MH.,

    Panitera Pengganti,  

         ENDANG SUSANTI, SH.,

Perincian biaya  :          

1. Pendaftaran  .........................  Rp     30.000,00;

2. ATK……………..................… Rp     50.000,00;

3. Panggilan………………….... Rp   250.000,00;

4. PNBP/Panggilan P………… Rp       5.000,00;

5. Redaksi.................................. Rp     10.000,00;

6. Materai................................... Rp         6.000,00;

     Jumlah …………….…….......   Rp   351.000,00; ( Tiga ratus lima puluh satu 

                                                                                    ribu rupiah).    
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